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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
xi 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di   n a  a a   i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا 
kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah an yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
 َى... | َا... 
fatḥahdan alif 
a a yā‟ 
ā a dan garis di atas 
ى kasrah  anyā‟ i i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
    an   an  i   a i        a  a    n a i a              anya b   a   ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an  a i 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Ja ā a  (الله) 
Ka a “   a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama : MUH. FADL 
Nim : 10200114183 
Judul Skripsi : UPAYA MELINDUNGI ANAK YANG BERKONFLIK 
DENGAN HUKUM MELALUI PENERAPAN SISTEM 
DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) bagaimana pengaturan diversi dan 
restorative justice system dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak?: 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak 
anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012?: dan 3) apakah kelemahan pengaturan Diversi dan Restorative 
Justice System yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak?. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (Library 
Research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka (Library Research). 
Selanjutnya yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. 
 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pengaturan Diversi dan 
Restorative Justice dalam undang-undang oleh legislator dikembangkan sebagai suatu 
penyelesaian perkara anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak 
yang didasarkan pada suatu pembalasan lagi namun untuk memulihkan anak pada 
keadaan semula. Penerapan kedua hal ini sangat membutuhkan dukungan serta 
partisipasi yang dimulai dari anak itu sendiri dan keluarganya, korban serta 
keluarganya, aparat penegak hukum, masyarakat, petugas kemasyarakatan serta 
pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat memulihkan segala akibat yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut; 2) bentuk perlindungan hukum terhadap 
hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 
dimulai dari proses peradilan, dimana anak harus didampingi oleh pembimbing 
kemasyarakatan. Sedangkan pemberian sanksi hukum harus mengutamakan diversi 
dan restorative justice system; dan 3) kelemahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memiliki kelemahan dalam mengatur 
 
 
xvi 
 
diversi dan restorative justice system sehingga dikuatirkan tidak dapat diterapkan 
secara efektif oleh pelaksananya. Secara subtansi Undang-undang ini harus 
dilengkapi dengan peraturan pelaksana serta adanya sarana dan prasarana yang 
mumpuni terhadap pelaksanaan peraturan ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah sebagai 
penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.  
Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan 
setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut 
meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Convention on the Rights of the 
Child (CRC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 
Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga 
dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang  perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) serta Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum 
perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. 
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga 
mengatur dengan jelas hak-hak anak, yang salah satunya adalah berhak atas 
1 
 
 
2 
 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.
1
 
Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum 
mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya 
usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945. 
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai 
seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 
berdasarkan pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan 
sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal itu pula yang mendasari dan 
menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana 
dan penanggulangan kejahatan.
2
 
Indonesia sebagai negara peserta dalam meratifikasi CRC yang mengatur 
prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan 
perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan 
dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of 
Juvenile Justice, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi 
anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan 
bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan 
                                                             
1
Tim Pustaka Setia, Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 
2002 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 23. 
2
Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2008), h. 34. 
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selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar 
hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.
3
 
 Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan 
oleh PBB disebutkan bahwa: “Restorative justice is an approach to problem 
solving that, in its various forms, ivolves the victim, the offender, their social 
networks, justice agencies and the community.”4 Hubungan dengan penegakan 
hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam 
memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-
elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. 
Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka restorative 
justice system setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to 
restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang 
bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan secara 
langsung (reintegrasi dan rehabilitasi)  dalam penyelesaian masalah, dan berbeda 
dengan cara penanganan orang dewasa,
5
 yang kemudian akan bermuara pada 
tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan 
pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ 
pembinaan individu pelaku tindak pidana”.6 
 
                                                             
3
United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of 
Juvenil Justice, United Nations, http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm (diakses 8 
juli 2013). 
4
United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes (New York: United 
Nations Publication, 2006), h. 6. 
5
DS. Dewi, Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in 
Indonesia  (Artikel tidak diterbitkan), h. 1. 
6
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum, h. 98. 
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Ayat tersebut di atas menunjukkan perlunyan mengedepankan 
musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam urusan peperangan 
dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan 
dan lain-lainnya. 
Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik 
dengan hukum (ABH) dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 
1 angka 3, yaitu anak-anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 
tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dianggap sudah tidak biasa lagi, 
karena tindak pidana tersebut seringkali sama dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan 
lainnya, namun bukan berarti dapat disamakan proses peradilan sesuai dengan 
orang dewasa. Hal ini menjadi tolok ukur mendasar terhadap sistem peradilan 
formal di Indonesia untuk memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan 
terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan olehnya.  
Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari 
segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai 
komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. 
Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu 
sendiri. Begitu pula kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal 
tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan 
yang dilakukan oleh orang dewasa.
7
 Berkaitan dengan hal tersebut Van 
                                                             
7
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 1 
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Bemmelen
8
 pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat 
tidak asusila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan banyak ketidak 
tenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk 
mencela, mereaksi atau menyatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat 
berhak untuk membenci segala bentuk kejahatan, karena didalam kejahatan bukan 
hanya mengandung perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-
hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya. 
 Di Indonesia sendiri dikenal adanya pengadilan anak yang berada di 
bawah naungan Peradilan Umum yang mana pengadilan anak tersebut menangani 
segala bentuk permasalahan hukum yang menyangkut tentang anak. Penanganan 
anak dibedakan dengan penanganan kasus orang dewasa, dipandang dari segi 
perlindungan dan hak-hak anak tersebut. Tentu saja tidak hanya terbatas hanya 
dalam lingkup peradilan saja, namun dalam ranah penanganan kasus anak yang 
berkonflik dengan hukum tentu saja dibutuhkan aparat penegak hukum yang 
khusus menangani anak.  
 Lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat komponen yaitu 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tersebut haruslah 
bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini, tidak jarang kasus yang 
menjerat bukan hanya kalangan dewasa namun juga merambah ke kalangan anak. 
Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan 
dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan 
pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak 
                                                             
8
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Advokasi atas hak Asasi Perempuan) (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. vii. 
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kekerasan. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita 
luhur bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi 
terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-seluasnya untuk tumbuh dan 
berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Untuk itu diperlukan 
sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 
masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 
pentingnya anak bagi nusa dan bangsa. 
 Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan 
sosial.
9
 Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 
membawa akibat hukum, baik dengan kaitannya dengan hukum tertulis maupun 
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan 
anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, 
sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. 
Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat 
yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan 
anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang 
menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, 
                                                             
9
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 33. 
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sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-
haknya dalam melaksanakan kewajibannya. 
Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perlindungan 
anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum 
publik dan dalam bidang hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang 
bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, 
dan bidang pendidikan. 
Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan 
anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:
10
 
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. 
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu 
modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya 
harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak 
pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat 
berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. 
2. Kepentingan terbaik anak. 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut pula 
prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang 
sebagai “oparamount of importence” (memperoleh prioritas tinggi) dalam 
setiap keputusan yang menyangkut anak. 
3. Ancangan daur kehidupan. 
                                                             
10
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia, h. 39. 
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Perlindungan anak mengacu pada pemahamaan bahwa perlindungan harus 
dimulai sejak dini dan terus menerus. 
Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip 
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses 
penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut Diversi, 
karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan 
permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.
11
 Oleh karena itulah mengapa 
konsep Diversi khususnya melalui pendekatan restorative justice menjadi suatu 
pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang di 
lakukan oleh anak. 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 
Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari 
kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan 
mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut 
pendapatnya sendiri.
12
 Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius-seriusnya 
mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak 
sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan 
kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku 
kejahatan.
13
 
                                                             
11
Marliana, Peradilan Pidana Anak: Pengengembangan Konsep Diversi dan Restorative 
Justice system (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.10. 
12
JCT Simorangkir dkk,  Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.54.  
13
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010), h.25.  
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Pertanyaan yang timbul dengan dihadirkannya suatu undang-undang 
sistem peradilan pidana anak yang kemudian menggantikan undang-undang 
pengadilan anak yang lama dengan menghadirkan sebuah konsep yang disebut 
diversi dan restorative justice system adalah apakah system retstributif yang 
selama ini melekat di dalam peradilan Indonesia dapat terus begitu saja dengan 
lahirnya konsep diversi dan restorative justice? Bagaimanakah kemudian inovasi 
legislator dalam hal mengembangkan konsep diversi dan restorative justice di 
dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak?, serta bagaimana kemudian mengimplementasikan konsep tersebut dalam 
setiap tahapan system peradilan anak di Indonesia?.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok 
masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana upaya melindungi anak 
yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan sistem diversi dan restorative 
justice system. Berdasarkan kejadian-kejadian yang kadang-kadang dijumpai 
perilaku penyimpangan di kalangan anak. Dari pokok masalah tersebut, 
dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan diversi dan restorative justice system dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak?. 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang 
berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2012?. 
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3. Apakah kelemahan pengaturan Diversi dan Restorative Justice yang 
terdapat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak tersebut?. 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
Agar uraian dalam skripsi ini lebih jelas dan terarah makna kata yang 
dimaksud dalam judul, maka dijelasan beberapa kata pada judul yang dapat 
mengandung makna lain dan menimbulkan pemahaman yang keliru dari pembaca. 
1. Anak ialah manusia yang masih kecil.
14
 Dalam UUPA, anak ialah setiap anak 
yang berumur dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum negara yang 
bersangkutan yang belaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai 
lebih awal.
15
 Sedangkan anak menurut Undang-undan nomor 11 Tahun 2012, 
anak ialah anak yang telah berumur12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16
 
2. Anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang terpaksa berkontak 
dengan sistem pengadilan pidana karena: (a) disangka, didakwa, atau 
dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau (b) telah menjadi korban 
akibat perbuatan pelanggaran hukum tang dilakukan orang/kelompok 
orang/lembaga/negara terhadapnya; atau (c) telah melihat, mendengar, 
merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Dapat juga 
                                                             
14
Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 56. 
15
Pasal 1 konvensi hak-hak anak 
16
Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana 
Anak. 
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dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang 
telah dilakukanya.
17
 
3. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani 
kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau 
menghentikan perkara, menggambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan 
yang dimilikinya.
18
 
4. Restorative Justice System ialah suatu proses semua pihak yang berhubungan 
dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan 
masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan 
datang.
19
 
5. Melindungi secara bahasa berarti menutupi, menjaga, merawat atau 
memelihara.
20
 
Berdasarkan judul skripsi, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup atau 
pokok dari pembahasan skripsi ini adalah “upaya melindungi anak, anak yang 
berkonflik dengan hukum, serta penerapan sistem diversi dan penerapan 
Restorative Justice System. 
 
 
                                                             
17
Apong Herlina, dkk, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 
Buku Saku untuk Polisi (Jakarta: Unicef, 2004), h. 17. 
18
Marlina, Pengatar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana 
(Medan: USU Press, 2010), h. 1. 
19
Damang, Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Anak, 
www.damang.web.id/2012/11/diversi-restorative-justice-dalam.html?m=1. diunduh tanggal 18 
Juni 2017. 
20
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta, PN. Balai Pustaka, 2013), h. 931-932. 
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D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu penerapan Diversi dan 
Restorative Justice. Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, maka 
diperlukan beberapa referensi yang terkait dan sangat membangun penyusunan 
skripsi ini. Diantara referensi yang terkait dimaksud, antara lain: 
1. Abdul Rahman Kanang, dalam buku Perlindunngan Hukum dan Pemenuhan 
Hak-Hak Konstitusional Anak. Secara garis besarnya buku ini menguraikan 
tentang  asas-asas hukum perlindungan anak, konsep penanggulangan anak 
yang berkonflik dengan hukum, urgensi penggunaan sistem diversi dan 
restorative justice system dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan 
hukum. Buku ini belum membahas tentang kriteria penerapan konsep Diversi 
dan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 
2. Abdul Rahman Kanang dalam bukunya yang berjudul “Pembimbingan Anak 
Pada Balai Pemasyarakatan”. Buku ini menguraikan tentang upaya-upaya 
penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur penal dan 
non-penal, tetapi belum secara luas membahas tentang penanggulangan 
kejahatan anak melalui sistem diversi dan restorative justice system.  
3. Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Buku ini 
yang menguraikan tentang konsep penyebab kenakalan anak, perlindungan 
hukum terhadap anak dari perspektif hukum pidana materil, perlindungan 
hukum terhadap anak dari perspektif hukum pidana formil, dan perlindungan 
hukum terhadap anak dari perspektif hukum pelaksanaan pidana. Namun 
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buku ini juga membahas lebih jauh tentang penerapan diversi dan restorative 
justice system dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hokum. 
4. Syahrawati, dalam Tesisnya yang berjudul tindak pidana kejahatan anak di 
Kota Makassar. Tesis ini menguraikan faktor-faktor penyebab tindak pidana 
kejahatan anak, penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak pada 
anak yang berkonflik dengan hukum. Buku ini belum menguraikan secara 
khusus tentang penerapan sistem diversi dan restorative justice system dalam 
penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. 
E. Metodologi Penelitian 
 
1. Jenis penelitian. 
Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuannya, dasar 
kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar 
metode utama yang dipakai. 
Menurut Yulius Slamet, jenis penelitian berdasarkan pada tujuannya 
terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian 
eksplanatoris.
21
 Jenis penelitian berdasarkan atas dasar kegunaannya dibagi 
menjadi penelitian murni (pure research atau basic research) dan penelitian 
terapan (applied research). Menurut Suria sumantri
22
 bahwa jenis penelitian 
menurut metodenya terbagi atas penelitian-penelitian historis (histoical research), 
penelitian survey, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen (experimental 
                                                             
21
Yulius Slamet, Metode Penelitian Sosial (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 
2006), h. 65. 
22
Suria sumantri dalam Irawan Seohartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik 
Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan IlmuSosial Lainnya (Bandung: PT 
RemajaRosdakarya, 1999), h. 64-66. 
 
 
14 
 
research), penelitian evaluasi (evaluation research), penelitian pengembangan 
(research development), penelitian tindakan (action research), penelitian 
naturalistik, dan penelitian kebijakan (policy research). Adapun jenis penelitian 
dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, terbagi atas penelitian 
lapangan (field research), penelitian kepustakaan (library research), dan 
laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang dibedakan atas dasar metode 
utamanya yang dipakai terbagi atas penelitian survey, penelitian kasus (case 
research), penelitian eksperimen (experimental research), penelitian grounded 
(grounded research).
23
 
Sedangkan menurut Sukmadinata
24
 jenis data dan analisis-nya, 
penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, 
penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis 
penelitian lainnya seperti menurut tingkat ekplanasi (penjelasannya), menurut 
tingkat sifat permasalahannya, dan lain-lain. 
Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka dalam penyusunan 
skripsi ini digunakan istilah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
hukum untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian non-hukum. Dalam 
penelitian hukum hanya dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif 
(doktrinal) dan penelitian empiris/sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif (doktrinal). Penelitian 
normatif ini digunakan untuk melihat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
                                                             
23
Yulius Slamet, Metode Penelitian Sosial, h. 71. 
24
Sukma Dinata dalam Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: PustakaPelajar, 
2011), h. 34. 
 
 
15 
 
penerapan sistem diversi dan restorative justice system dalam melindungi anak 
yang berkonflik dengan hukum. 
2. Pendekatan penelitian. 
Lazimnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif 
(doctrinal) yang sumber datanya dari kajian kepustakaan, maka hanya 
menggunakan pendekatan yuridis-formal. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan yuridis-formal. Mencermati fokus kajian dalam 
penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
perundangan-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan 
merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis 
ketentuan-ketentuan hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum serta 
sistematika hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis 
upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik melalui sistem diversi 
maupun penerapan restorative justice system. 
3. Sumber data. 
Lazimnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka (library 
research) adalah data sekunder (secondary data) berupa data yang diperoleh dari 
berbagai literature atau referensi seperti buku, jurnal, majalah, dokumentasi, serta 
data tertulis lainnya yang berhubungan dan sangat membangun penelitian. 
Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas aturan atau 
ketentuan perundang-undangan buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum 
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yang berkaitan erat dan membangun pembahasan skripsi ini. Sedangkan bahan 
hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat penunjang atau pendukung 
terhadap bahan hukum primer, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 
4. Metode pengumpulan data. 
Dalam penulisan skripsi ini, diadakan penelitian terhadap sumber data 
dalam rangka pengumpulan data. Adapun sumber data yang dimaksud 
adalah“Library Research”, yaitu mengumpulkan data dengan jalan membaca 
literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah 
pokok dan sub-sub masalah. Demikian pula penulis menggunakan 
metode“Dokumentasi”, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang viable yang 
berupa catatan, transkrip, buku-buku, salinan dan naskahasli, surat kabar, majalah 
dan sebagainya. 
5. Teknik analisis data. 
Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang 
dianggap sangat membangun penelitian ini, khususnya mengenai ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat penerapan sistem diversi dan restorative justice 
system dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
 
1. Tujuan penelitian. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaturan diversi dan 
restorative justice system dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap 
hak-hak anakyang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang No. 
11 Tahun 2012. 
c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang kelemahan pengaturan 
diversi dan restorative justice system yang terdapat pada Undang-undang 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoritis. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai 
berikut: 
1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat 
dipergunakan dan dimanfaatkan dalam buku pengetahuan yang 
berkaitan dengan Penerapan Diversi dan Restorative Justice System. 
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum 
khususnya bagaiamana memandang Diversi dan Restorative Justice 
System dalam upaya hukum terhadap anak yang berkonflik dengan 
hukum (ABH). 
3) Memberikan kritikan terkait kelemahan pengaturan diversi dan 
restorative justice system dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan pidana 
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b. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan 
hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara 
bertindak penegak hukum dan para wakil rakyat di DPR dalam mengambil 
keputusan guna mewujudkan tujuan hukum, ketentuan-ketentuan dan 
syarat-syarat penerapan sistem diversi dan restorative justice system dalam 
melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. 
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 BAB II 
ANAK DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL 
A. Pengertian dan Batasan Umur Anak 
Berbagai pengertian tentang anak yang telah diberikan oleh para pakar dan 
beberapa peraturan perundang-undangan, dalam berbagai perundang-undangan 
berlaku penentuan batas umur anak yang berbeda-beda. Batas umur anak merupakan 
batasan umur maksimum sebagai bentuk kemampuan anak menurut hukum. Hal ini 
mengakibatkan perubahan status umur anak menjadi umur dewasa atau menjadi 
subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan 
tindakan hukum yang dilakukannya. 
Anak seringkali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap 
perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Batasan 
ini tentunya memberi pengaruh kepada corak pemikiran dan tindakan anak, mereka 
dianggap belum dapat membedakan antara persoalan baik dan buruk. Definisi anak 
mempunyai aspek yang amat luas. Setiap Negara mengartikan anak secara berbeda-
beda. Pasal 1 konvensi hak anak menyatakan bahwa anak ialah setiap anak yang 
berumur dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum negara yang bersangkutan 
yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal. Walaupun 
umur 18 tahun telah banyak digunakan oleh komunitas LSM internasional untuk 
menentukan usia anak, tetapi masih banyak Negara yang menganggap bahwa anak 
19 
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sudah dianggap dewasa sebelum mereka mencapai umur 18 tahun atau jika usaha-
usaha perlindungan tidak berlaku sampai usai 18 tahun. 
Banyak aturan perundang-undangan di pelbagai negara yang digunakan untuk 
melindungi anak dari eksploitasi seksual yang hanya menangani isu yang berkaitan 
dengan eksploitasi terhadap anak perempuan saja dan cenderung mengabaikan 
eksploitasi seksual yang terjadi pada laki-laki. Jika umur yang digunakan untuk 
mendefinisikan anak bukan umur 18 tahun, maka perlindungan anak dari eksploitasi 
seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. 
Ini terjadi manakalah anak melintasi perbatasan antar negara dimana mereka mungkin 
tidak mendapat batasan-batasan umur perlindungan yang sama antara satu negara 
dengan negara lain. 
Menentukan umur yang standar untuk mendefinisikan kategori usia anak 
memberi pengaruh terhadap bagemana anak yang menjadi korban diperlakukan oleh 
hukum. Anak tidak mungkin memberi izin dieksploitasi dan disiksa. Oleh karena itu, 
jika mereka melakukan suatu pidana, maka secara hukum mereka harus dianggap 
sebagai korban dan bukan sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian, 
menyeragamkan umur 18 tahun sebagai umur tanggung jawab di kalangan negara-
negara tingkat internasional akan memberikan jaminan perlindungan perlindungan 
yang lebih besar terhadap anak-anak.
1
 
                                                             
1
Kanang, Abdul Rahman, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Makassar: Alauddin 
Press, 2011), h. 52. 
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Untuk memahami makna anak sehingga mendekati makna yang benar, 
diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari pelbagai aspek kehidupan, 
yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologi dan hukum.  
1. Pengertian anak dari aspek agama. 
Dalam perspektif agama (syariah), anak merupakan makhluk yang lemah dan 
mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah Swt. Melalui proses 
penciptaan. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara berperikemanusiaan 
seperti diberi nafkah, baik dari segi fisik maupun rohani, sehinggah nanti mereka 
tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan mampu bertanggung jawab dalam 
mensosialisasikan dan mengaktualisasikan dirinya untuk mencapai keperluan 
hidupnya dimasa yang akan datang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan 
Allah Swt. Kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang 
kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil a’lamin dan sebagai pewaris 
ajaran Islam. Pengertian ini berarti sikap anak yang dilahirkan mestilah disahkan, 
dipercayai, dan dijamin sebagai pelaksanaan praktik yang diterima oleh dan daripada 
orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Batasan mengenai pengertian anak yang 
belum dewasa tidak didasarkan kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda 
perubahan fisik (akil baligh), baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki. 
2. Pengertian anak dari aspek ekonomi. 
Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non-
produktif. Jika terdapat kemampuan yang persuasif pada kumpulan anak, itu karena 
mereka telah mengalami transformasi keuangan akibat dari terjadinya interaksi dalam 
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lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kebiasaan yang 
muncul dimasyarakat, bahwa anak sering diperintahkan untuk melakukan aktivitas 
ekonomi atau produktivitas untuk memperoleh nilai-nilai ekonomi. Pengertian anak 
dalam bidang ekonomi mengarah kepada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana 
yang didefinisikan oleh Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, bermula ketika ia di 
dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau 
membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari 
ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. 
3. Pengertian anak dari aspek sosiologi. 
Dari segi sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Yang 
senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal 
ini anak diletakkan sebagi kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih 
rendah daripada masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Makna anak dari 
aspek sosial ini lebih mengarah kepada adanya batasan-batasan yang dimiliki oleh 
anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sebagai contoh, 
terbatasnya kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses 
belajar dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa. 
4. Pengertian anak dari aspek hukum. 
Dalam perspektif hukum, terdapat beragam pengertian anak. Hal ini karena 
setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri mengenai anak. 
Pengertian anak dari segi hukum dapat dilihat sebagai berikut: 
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a) Pengertian anak menurut UUD 1945. 
Anak tidak ditemukan definisinya di dalam UUD 1945, sedangkan masalah 
anak dalam UUD 1945 disebutkan pada pasal 34 yang menyatakan: “orang-orang 
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung pengertian 
bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan diperdayakan 
untuk mencapai kesejahteraan. Ini juga berarti bahwa anak adalah tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat. Karena itu, anak perlu memperoleh hak-haknya yang 
memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan adil baik dari segi fisik, 
rohani maupun sosial. Anak juga berhak terhadap pelayanan untuk mengembangkan 
kemahiran dan kehidupan sosial, serta juga berhak terhadap pemeliharaan dan 
perlindungan, baik ketika di dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.
2
 
b) Pengertian anak menurut konvensi hak anak (CRC). 
Definisi anak yang digunakan dalam Convention on The Right of The Child 
(CRC) adalah definisi menurut konvensi ILO Nombor 182, yang menyatakan bahwa 
anak ialah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 
menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur 
dewasa dicapai lebih awal. CRC tidak mengatur berbagai hak anak tetapi 
menyerahkan kepada masing-masing negara unuk membuat definisi masing-masing 
mengenai siapa yang dimaksud dengan anak. Walaupun CRC telah menyatakan 
                                                             
2
Kanang, Abdul Rahman, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h. 72. 
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bahwa anak yaitu setiap orang di bawah umur 18 tahun tetapi pada saat yang sama 
membenarkan setiap negara untuk menentukan capaian usia dewasa lebih awal. 
Secara umum, dewasa
3
 dipahami sebagai sebuah konsep hukum yang memberikan 
batasan umur kapan seseorang menjadi telah benar-benar dewasa. 
Secara praktis, seseorang yang telah mencapai umur dewasa dianggap telah 
mampu untuk melakukan perkara-perkara tertentu seperti kawin tanpa seizin dari 
orang lain serta melaksanakan sebuah kontrak yang mengikat secara hukum. Hukum 
nasional Indonesia memberikan batasan umur dewasa secara berbeda-beda dan 
terdapat banyak perbedaan di dalam yurisdiksi dan antar yurisdiksi. Apabila sebuah 
negara menentukan umur dewasa yang rendah misalnya 14 tahun, maka salah satu 
implikasi langsungnya adalah bahwa orang-orang yang berusia 14 tahun dapat keluar 
dari ruang lingkup perlindungan CRC karena mereka tidak di anggap sebagai „anak‟ 
lagi dalam yurisdiksi negara mereka. Isu tersebut telah diangkat oleh Komnas Anak 
yang telah berulang kali menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung 
dalam CRC harus memberikan keuntungan bagi semua anak sampai umur 18 tahun. 
c) Pengertian anak menurut undang-undang pengadilan anak 
Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak berbunyi; “anak ialah anak yang berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. Selanjutnya pada pasal 1 menyatakan: Anak yang menjadi korban tindak 
                                                             
3Definisi „dewasa‟ menurut Compact Oxford English Dictionary tersedia di AskOxford.com, 
di dalam Abdul rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial 
perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 30 
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pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut pasal 4 Undang-undang 
peradilan anak sebelumnya menyatakan bahwa “batas umur anak nakal yang boleh 
diajukan ke mahkamah anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun bagi anak 
untuk boleh diajukan ke sidang mahkamah didasarkan kepada beberapa 
pertimbangan, antara lain adalah pertimbangan sosiologi, psikologi, dan paedagogi, 
bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
d) Pengertian anak menurut undang-undang perkawinan. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 (2) 
berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum cukup umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari kedua orang tua”. 
Pasal 47 (1) menyatakan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 
belum pernah melakukan perkawinan berada di bawah kuasa orang tuanya hanya 
selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”. Pasal 50 (1) berbunyi: “anak 
yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah 
kuasa orang tua, berada di bawah kuasa wali”. Dari pasal-pasal dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini 
menentukan batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun 
ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, tetapi jikalau hendak melaksanakan 
perkawinan, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.   
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e) Pengertian anak menurut hukum perdata. 
Anak menurut hukum perdata dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada 
anak sebagai seseorang subyek hukum yang tidak mempunyai kemapuan. Pasal 330 
(1) memuat batasan umur antara umur belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah 
dewasa (merdeerjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum berumur 
21 tahun. Pasal 330 tersebut memberikan pengertian mengenai anak yaitu orang yang 
belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai umur batas legitimasi hukum (21 
tahun) sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata anak mempunyai kedudukan 
sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dari segi 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam hal 
pembagian harta warisan, sehingga anak yang masih berada dalam rahim ibunya 
dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.
4
 
f) Pengertian anak menurut KUHPidana. 
Anak menurut KUHPidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak 
anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat mempunyai subtansi yang lemah 
dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari 
bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang 
normal. Jika dilihat pada pasal 45 maka anak diartikan sebagai orang yang belum 
                                                             
4
Lihat Pasal 2 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1972, di dalam Abdul Rahman Kanang, 
Hukum Perlindungan Anak dari Seks Eksploitasi Seks Komersial perspektif Hukum Nasional dan 
Internasional, h. 32 
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dewasa, yaitu apabila belum berumur 16 tahun.
5
 Oleh karena itu, jika anak tersebut 
tersangkut dalam perkara pidana maka pengadilan dapat memerintahkan supaya anak 
itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman. Dengan demikian, KUHPidana telah memberikan 
perlindungan terhadap hukum yang kehilangan kemerdekaan, karena mereka 
dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga 
mesti tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khas 
yang diberikan oleh negara atau pemerintah.
6
 
g) Pengertian anak menurut undang-undang Hak Asasi Manusia 
Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
pasal 1 bahagian 5 berbunyi: “anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya”. Undang-undang ini bahkan memasukkan anak masih 
dalam kandungan termasuk kedalam kategori anak. 
h) Pengertian anak menurut undang-undang kesejahteraan anak. 
Dalam Udang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
pasal 1 (92) secara jelas menyatakan bahwa: “Anak adalah sesorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karena itu seseorang yang 
                                                             
5
Pasal 45, di dalam Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Seks Eksploitasi 
Seks Komersial perspektif Hukum Nasional dan Internasional, h. 32 
6
Pasal 72, di dalam Abdul rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Seks Eksploitasi 
Seks Komersial perspektif Hukum Nasional dan Internasional, h. 33 
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umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin, maka menurut undang-undang 
ini sudah dikategorikan dewasa. 
i) Pengertian anak menurut undang-undang perlindungan anak. 
Dalam mukadimah undang-undang No. 35 tahun 2014 mengenai 
perlindungan anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Allah 
swt., yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. 
Seterusnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda untuk 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan yang strategis dan 
mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang memastikan keberadaannya sebagai 
penerus sebuah bangsa pada masa yang akan datang. 
Pengertian anak secara khusus (legal formal) terdapat pada pasal 1 angka (1) 
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: 
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam 
kandungan”. 
j) Pengertian anak menurut hukum adat. 
Masalah umur dalam hukum adat bukanlah merupakan pedoman untuk 
menunjukkan apakah sesorang itu telah dapat dikatakan dewasa atau masih di bawah 
umur. Masalah ini sesuai dengan pendapat Ter Haar, bahwa masyarakat hukum kecil 
itu, saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai 
orang yang telah kawin meninggalkan rumah orangtuanya atau orang tua mertuanya 
untuk berumah tangga lain sebagai laki bini muda yang merupakan keluarga yang 
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berdiri sendiri.
7
 Pendapat Ter Haar ini tidak memberi batasan umur yang pasti untuk 
digunakan sebagai patokan apakah seseorang masih digolongkan sebagai anak atau 
telah dewasa. Mr.R. Soepomo mengatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat 
dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: (a) dapat bekerja sendiri; (b) capak untuk 
melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung 
jawab; dan (c) punya kemampuan mengurus harta kekayaanya sendiri.
8
 
Berbagai macam definisi tersebut, menunjukan adanya disharmonisasi 
perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya akan banyak pertentangan 
yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Menurut Konvensi PBB 
tentang Hak Anak (CRC), yang menyatakan bahwa anak berarti “setiap manusia di 
bawah umur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku pada anak, kedewasaaan 
dicapai lebih awal”. Untuk itu, definisi yang digunakan dalam uraian ini adalah 
definisi menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, 
yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam 
kandungan. 
B. Kedudukan Anak dalam Hukum 
Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, saya rasa 
semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang 
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Soemitro Irma Setyowati, di dalam Abdul rahman Kanang,  Hukum Perlindungan Anak dari 
Seks Eksploitasi Seks Komersial perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 35 
8
Soemitro Irma Setyowati , di dalam Abdul rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari 
Seks Eksploitasi Seks Komersial perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 35 
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permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 
menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 
melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 
Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada 
tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. 
Dengan keterbatasan usia yang tentunya bepengaruh pada pola pikir dan tindakan. 
Anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk. 
Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 
pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara 
dimasa yang akan datang berada ditangan anak yang sekarang, semakin baik 
kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa 
begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok 
pula kehidupan bangsa yang akan datang. 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak dapat diartikan sebagai 
keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih 
kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seseorang yang berada pada masa 
perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.
9
 Di dalam 
perkembangan lebih lanjut kata “anak“ bukan hanya dipakai untuk menunjukkan 
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Anton M.Moelino, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30   
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keturunan dari bapak dan ibunya, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal 
seseorang, seperti anak Aceh, Jawa atau Batak, berarti anak tersebut keturunan dari 
orang Aceh, Jawa maupun Batak.
10
 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 
adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang 
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt. dengan melalui proses 
penciptaan.
11
 Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan 
agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah 
baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya 
untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, 
anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan 
negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila‟lamin dan sebagai 
pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang 
dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang 
diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.
12
 
Masa anak-anak, merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak. Masa 
dimana mereka dapat bermain atau bercanda dengan siapa saja dengan tanpa batas 
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dan bebas dan juga berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Dalam 
konteks perkembangan anak, terlibat dalam suatu permainan bukanlah sekedar 
bermain, justru dengan bermain itulah sebenarnya anak belajar untuk menjadi pintar 
dalam berbagai macam hal.
13
 
Selama ini terkadang seringkali diyakini bahwa masa anak-anak adalah masa 
untuk pematangan fisik, kecerdasan emosional, sosial dan pematangan susila. 
Sebenarnya hidup dimasa anak-anak haruslah hidup yang memperluas wawasan dan 
juga mendapatkan mendapatkan pengalaman baru, karena setiap anak perlu 
mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani. 
Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga 
karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang 
harus dijunjung tinggi.
14
 Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan 
agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi 
hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar.
15
 
C. Hak-Hak Anak dalam Hukum 
Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan khusus 
terhadapnya yang dimiliki dan harus dipenuhi sejak awal proses peradilan, yaitu sejak 
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proses penyidikian di kepolisian hingga saat penjatuhan hukuman di pengadilan. 
Perlakuan istimewa dalam pengadilan. Perlakuan istimewa dalam pengadilan tersebut 
didasarkan kepada pandangan bahwa anak-anak bukan orang dewasa. Artinya anak-
anak masih sangat labil dan terkadang tidak dapat berfikir panjang dalam bertindak. 
Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum mengenai anak-anak bersifat tidak 
semata-mata menghukum atau membalas dendam atas perbuatannya, melainkan 
bersifak korektif, yaitu melindungi anak dan re-edukatif, serta menganggap anak 
yang berbuat kenakalan atau kejahatn itu sebagai tanggungan negara. Hal ini 
diharapkan dapat membuat anak menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik 
bukannya menjadi jahat.
16
 
Dalam setiap tahap peradilan peradilan anak, setiap pejabat yang memeriksa 
perkara anak sudah seharusnya mempertimbangkan kewenangan diskresi ini dalam 
setiap tahapan proses pemeriksaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana anak, 
pejabat menangani kasus ini tanpa memperpanjang ke tahap pemeriksaan selanjutnya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, kewenangan diskresi pada kepolisian ini dijelaskan pada pasal 
18, yaitu asas pengalihan/penyampingan perkara anak yang melakukan tindak pidana 
agar tidak masuk kedalam sistem peradilan pidana anak. Alternatif yang dilakukan 
dapat berbentuk pendekatan Restorative Justice. Mengenai kewenangan diskresi 
penyidik dan asas diversi untuk perkara anak ini diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan 
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ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Namun 
apabila para penyidik di kepolisian tidak menggunakan kebijakan diskresi ini, maka 
anak yang melakukan tindak pidana akan masuk ke proses berikutnya yaitu proses 
penuntutan. 
Pada proses penuntutan yaitu di kejaksaan, jaksa mempunyai kebijakan 
deponeer untuk menyampingkan perkara pidana anak demi kepentingan umum. Jika 
kebijakan deponeer tidak dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum maka anak 
secara otomatis berhadapan dengan lembaga kekuasaan kehakiman yaitu pengadilan. 
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman.
17
 Kekuasaan 
kehakiman bertugas untuk menyelenggarakan peradilan
18
 yang diserahkan kepada 
badan-badan peradilan
19
 yang salah satunya adalah pengadilan anak yang berada di 
dalam lingkup peradilan umum.
20
 Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim 
memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara. Putusan hakim mempengaruhi 
kehidupan terdakwa ke depan nantinya setelah penjatuhannya. Sebagai pemegang 
keputusan terakhir dalam perkara anak, maka hakim harus benar-benar memahami 
apa yang dibutuhkan bagi terdakwa anak, karena ia merupakan harapan terakhir bagi 
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Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 tahun 2004, LNNo. 8 
Tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 31 
18
Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 tahun 2004, LNNo. 8 
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19
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anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana untuk memperoleh keadilan yang 
seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak. 
Dalam rangka anak yang di proses penuntutan, pasal 66 ayat (4) Undang-
Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: Penangkapan, 
penahanan, atau pidana penjara anak, hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum 
yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 
Merujuk ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penangkapan 
ataupun penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh 
sembarangan dan hanya dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan sebagai upaya 
terakhir atau Ultimum Remedium yang dapat dilakukan. Adapun perlindungan khusus 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam pasal 64 Undang-
Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 
D. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum 
Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-anak 
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh 
kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara 
jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat 
dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.” 
Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan 
perlindungan hukum bagi anak, diperlukan mengerti permasalahannya menurut 
proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab 
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pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil 
interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan 
saling mempengaruhi. 
Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi 
secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan 
dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat 
interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh probation officer 
(petugas balai bispa) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan 
ekonomi serta motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian 
dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan 
situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak 
agar dapat menginterprestasikan kepribadiannya.
21
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BAB III 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLK DENGAN HUKUM 
A. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum 
Berada dalam situasi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan 
dalam keluarga atau penyalahgunaan, penelantaran atau eksploitasi serta mereka 
yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, 
dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini 
mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat 
memcahkan permasalahan dengan positif. Meraka pada umumnya berhubungan 
dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah 
pada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana. Banyak 
anak-anak tersebut putus sekolah dan sering sekali mereka tidak mendapat 
pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.
1
 
Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dalam 
Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik 
Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009. Pasal 1 Butir 3 
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Jhonathan dan Agam, Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam 
Perspektif Nasional (Jakarta: Toha Putra, 1998), h. 17. 
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disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah 
mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah:  
1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena 
melakukan tindak pidana;  
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau 
mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.  
Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak 
yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:  
1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar 
hukum; atau  
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tang 
dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau  
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa 
pelanggaran hukum.
2
 
Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan 
dengan hukum dapat dibagi menjadi:  
1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;  
2. Korban tindak pidana;  
3. Saksi suatu tindak pidana.  
Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah 
anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar 
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hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus 
mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat 
dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang 
melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu 
kejahatan pada umumnya dan prilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau 
anak yang melakukan kejahatan pada khusunya. Kata konflik digunakan untuk 
menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan 
dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh 
karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan 
dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik 
dengan hukum adalah anak nakal. 
Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing juvenile delinguency, tetapi 
kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. 
Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda 
sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinguency artinya doing wrong, 
terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, 
kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat 
diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.
3
 Menurut Apong Herlina, dkk, 
bahwa kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:  
1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala prilaku anak yang 
dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak 
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dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan 
orang tua, lari dari rumah, dll. 
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala prilaku anak yang 
dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang 
dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum 
bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, 
dll.
4
 
Konsep tentang juvenile delinquency menurut Soedarto menganut 
penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak 
merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah “juvenile“ 
ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk 
pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka 
“menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini 
hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-
anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult 
offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, 
sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada 
usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian 
inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “juvenile“ 
terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.
5
 Seperti 
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Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 
Buku Saku untuk Polisi (Jakarta: Unicef, 2004), h. 16-17. 
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diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para sarjana 
tentang juvenile delinguency, seperti diuraikan di bawah ini. Paul Moedikno 
memberikan permusan mengenai pengertian juvenile delinquency, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu 
kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinguency. Jadi semua tindakan 
yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, 
membunuh dan sebagainya. 
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang 
menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana 
jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.  
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, 
termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.
6
 
Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan juvenile delinguency adalah 
perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh 
orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.
7
 Sedangkan R. 
Herlambang dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai 
berikut:  
Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat 
umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan 
masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang 
berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering 
tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau 
nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu 
sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali 
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Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 45. 
7
Fuad Hassan sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, h. 22. 
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disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut 
kriminal.
8
 
Romli Atmasasmita memberikan perumusan juvenile delinquensi, yaitu 
sebagai berikut “Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 
18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma 
hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak 
yang bersangkutan”.9 Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan juvenile 
delinguency adalah “pelaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak 
muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja 
yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
10
 
Maud A Merril merumuskan juvenile delinguency bahwa “Dalam 
penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk 
melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik 
atau yang tidak disetujui”. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang 
dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai 
kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak-anak, biasa disebut sebagai kenakalan remaja.
11
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R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah 
Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi, Jakarta: Konsorsium 
Reformasi Hukum Nasiona, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007, h. 39. 
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Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja (Bandung: Armico, 2003), 
h.40. 
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Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 
h. 7. 
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Sri Widoyanti, Anak dan Wanita dalam Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 1984), h. 48. 
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Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-
unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, 
minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau 
masyarakat sekitarnya.
12
 Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  bahwa yang 
dimaksud dengan Anak Nakal adalah “1) Anak yang melakukan tindak pidana, 
atau 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah 
suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun 
norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung 
untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim 
rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, 
sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak semua manusia 
harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.  
Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu 
perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : 
1. Adanya perbuatan manusia;  
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;  
3. Adanya kesalahan;  
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.  
                                                 
12
Sri Widoyanti, Anak dan Wanita dalam Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 1984), h. 48. 
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Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia pemidanaan 
anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri 
yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut 
ketentua hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan 
usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang 
karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang 
sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga 
dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia 
berada pada posisi dewasa. Tetapi anak dalam hal ini adalah anak yang di 
Amerika Serikat dikenal dengan istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan 
yang labil, proses kemantapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan 
sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak 
menggangu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, 
melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak 
seimbang, disamping itu pelakuknya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia 
lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada 
maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu 
perbuatan kejahatan (KUHPidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan 
pelakunya mampu bertanggung jawab.
13
 
Tingkah laku yang menjurus kepada masalah juvenile delinguency ini 
menurut Adler adalah: 
                                                 
13
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Editama, 2006), h. 13.  
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1. Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas dan 
membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;  
2. Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman 
lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan 
dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;  
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), 
sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;  
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi 
ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam 
kedurjanaan dan tindakan a-susila;  
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan 
mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, 
menjambret, menyerang, merampok, menggangu, menggarong, melakukan 
pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, 
tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;  
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau 
orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang 
mengganugu sekitarnya;  
7. Pemerkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau 
didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut 
pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan 
ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;  
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8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat 
berkaitan dengan tindak kejahatan;  
9. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-
aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali 
(promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, 
dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang kriminal sifatnya;  
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya 
pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;  
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga 
menimbulkan akses kriminalitas;  
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan 
pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;  
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan 
pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;  
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak 
dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;  
15. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics 
lethargoical) dan ledakan maningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka 
di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan 
mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol 
diri;  
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak 
yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.  
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Gejala kenakalan anak menurut Wagiati Soetodjo
14
 akan terungkap apabila 
kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol 
pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain: 
1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar 
serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara linkungan 
masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang 
mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-
anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam 
situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia 
materiil;  
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk 
keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. 
Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-
kebutan di jalan raya;  
3. Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya 
dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras;  
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke 
arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-
kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka 
bergerombol dengan kawan sebaya;  
                                                 
14
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, h. 14-16. 
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5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari 
identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ”ideal” sebagai 
identitas baru serta subtitusi identifikasi yang lama.  
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya: (1) Adanya dampak negatif 
dari perkembangan pembangunan; (2) Arus globalisasi dibidang komunikasi dan 
informasi; (3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu 
dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah 
dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, 
dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. 
Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat 
sekelilingnya. Menurut Sri Widoyanti, apabila terdapat kekurangan identifikasi 
antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing 
dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap 
tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan 
orang tuanya.
15
 Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna 
menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan 
generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal 
ini sangat penting bagi sense of belonging seorang anak, kode moral yang 
diterapkan dirumah sebainya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di 
                                                 
15
Sri Widoyanti, Anak dan Wanita dalam Hukum, h. 5. 
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sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak 
mencari kebenaran menurut caranya sendiri. 
B.  Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak 
Meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk 
mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari 
subsistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa 
menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur 
legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan 
lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara 
pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana 
pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan 
hukum pidana dan hukum acara pidana.
16
 Dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak No. 35 tahun 2014, asas Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi 
sangat penting sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan perlindungan anak. 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang ini berasaskan kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Prinsip-
prinsip dalam Konvensi hak Anak. Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak yang 
dijadikan asas dalam menyelenggarakan perlindungan anak diantaranya adalah: 
1. Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, 
agama, ras, dan sosial ekonomi.  
                                                 
16
M. Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Grasindo, 
2000), h. 58.   
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2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang 
menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 
legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan utama.  
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini 
merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh 
pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan lingkungan. 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak 
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 
keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya.  
Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak ini menjadi asas dalam 
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Selain asas sebagaimana yang 
tercantum dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
dan juga dalam konvensi hak anak, maka asas-asas yang penting diperhatikan 
dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum, dapat dilihat dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA. Kedudukan SPPA tersebut yang 
telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukkan asas-asas hukum acara 
pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan dalam SPPA menjadi objektif dari 
asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas 
SPPA dalam proteksi Hukum Acara Pidana dapat disebut sebagai Hukum Acara 
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Pidana Anak yang khusus mengatur Peradilan Anak dengan segala fenomena 
yuridis dan keutamaan korban dari kejahatan dan pelanggaran pidana. 
Ketentuan dasar Hukum Acara Peradilan Pidana Anak dalam Undang-
Undang Nomor11 Tahun 2012tersebut, meliputi asas-asas sebagai berikut : 
1. Asas belum dewasa. 
Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan 
seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk 
kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai 
anak yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai pertanggung-
jawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam SPPA. Dalam 
Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa yang disebut anak nakal adalah seorang anak 
yang berusia antara 8-18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dapat 
dibedakan dalam 3 kategori.:  
a. Anak yang berusia di bawah 8 tahun.  
Dalam ketentuan SPPAdinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan 
tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 
8 tahun, maka kepada anak tidak dapat diadakan penuntutan. Seorang penyidik 
Polri berhak memeriksa anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Namun 
dalam pemeriksaan tersebut penyidik hanya sebatas mencari tahu tentang 
terjadinya suatu peristiwa pidana. Sedangkan kepada anak sebagai pelaku hanya 
diberi teguran dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian anak 
dikembalikan kepada orangtua. 
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b. Anak berusia 8-<12 tahun.  
Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun yang melakukan 
tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun anak dalam kategori 
usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan penahanan terhadap 
dirinya. Anak dalam kategori usia ini juga dianggap belum dapat 
bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang 
melakukan tindak pidana dalam kategori usia ini hanya dapat diberikan tindakan 
yaitu dikembalikan kepada orangtua, ditempatkan di departemen sosial atau 
lembaga sosial lainnya serta menjadi anak negara jika perbuatan yang dilakukan 
diancam dengan hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.  
c. Anak berusia 12-<18 tahun.  
Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anakmembuat kategori yang berbeda-beda tentang anak yang berhadapan dengan 
hukum, seberapa besar pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada 
mereka dan bagaimana proses hukum yang dijalankan dalam sistem peradilan 
pidana. Untuk anak yang berusia antara 12 - <18 tahun. Dalam undang-undang 
Pengadilan Anak, anak dalam kategori usia ini sudah mulai diaggap dapat 
bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang melakukan 
tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman 
penjara yang lamanya dikurangi setengah dari pidana orang dewasa. Namun 
proses hukum yang dijalani anak harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari 
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penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang 
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang 
khusus anak.  
2. Asas keleluasaan pemeriksaan. 
Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan 
memberikan keleluasaan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun Petugas 
Lembaga Pemasyarakatan dan atau Petugas Probation/ Social Worker untuk 
melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi 
anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas keleluasaan ini tujuan 
utamanya adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak, yang 
diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/ jasmani dan rohani atau 
keterbelakangan yang didapat secara kodrat dalam diri anak. 
3. Asas probation atau pembimbingan kemasyarakatan. 
Kedudukan probation dan social worker yang diterjemahkan dengan arti 
pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 SPPA. Ketentuan asas ini lebih diutamakan 
kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses 
peradilan anak. Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 adalah menjadi Hukum Acara Pidana Anak yang diposisikan dengan 
ketentuan asas lex spesialis de rogat lex generalis. 
C. Penanggulangan Anak Berkonflik Dengan Hukum 
Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan kejahatan adalah usaha-
usaha untuk menanggulangi kejahatan yang telah ada dan terus dilakukan oleh 
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semua pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.  
Beberapa pendapat yang muncul seputar upaya penanggulangan kejahatan, 
antara lain yang dikemukakan oleh G.B. Hoefnagels bahwa untuk menanggulangi 
terjadinya delik dapat ditempuh tiga upaya: 
1. Penerapan hukum pidana 
2. Pencegahan tanpa pidana  
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai delik dan 
pemidanaan melalui media massa. 
Mengacu kepada ketiga upaya penanggulangan kejahatan yang 
dikemukakan di atas, maka penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan ke 
dalam dua jenis yaitu: (1) melalui jalur penal dan non-penal yang bersifat 
preventif (pencegahan); serta (2) jalur refresif (penanggulangan). 
1. Jalur non penal (preventif). 
Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal dipandang sebagai 
tindakan yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka pencegahan 
kejahatan. Terdapat beberapa alasan untuk mencurahkan perhatian yang lebih 
besar kepada pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan lain dilakukan 
yaitu:  
1. Usaha pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan refresif dan korektif. 
2. Usaha pencegahan yang tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif antara 
lain stigmatisasi, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi dan 
permusuhan. 
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3. Usaha pencegahan dapat mempercepat persatuan, kerukunan dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua anggota masyarakat. 
Upaya pencegahan kejahatan sebagaimana disebutkan di atas erat 
kaitannya dengan terciptanya suasana lingkungan sosial yang kondusif dan 
memperkecil faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan melalui 
perubahan-perubahan positif, sebagaimna dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief 
bahwa mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih 
bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya 
adalah mengenai faktor-faktor kondusif antara lain yang berpusat pada masalah 
atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.
17
 
Sejalan dengan pendapat di atas, Bambang Waluyo
18
 mengemukakan 
bahwa batasan-batasan pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi 
segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas lingkup 
suatu kejahatan melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan 
kejahatan melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
Mengingat bahwa kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka secara 
kriminologis upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menghilangkan 
kesempatan. Ini berarti bahwa pencegahan kejahatan harus didahulukan secara 
terpadu antara aparat keamanan dan masyarakat. 
                                                 
17
Arif, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2. 
18
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35. 
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2. Jalur penal (refresif). 
Penanggulangan kejahatan dengan jalur penal (penerapan sanksi pidana) 
merupakan cara-cara yang digunakan sejak dahulu dalam rangka menekan 
terjadinya kejahatan. Pada saat orang itu berpikir bahwa dengan menetapkan 
sanksi pidana yang bersifat manakut-nakuti sekaligus mengandung unsur 
pembalasan, maka kejahatan akan berkurang. Namun sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sutherland
19
 bahwa: “Sekalipun hingga kini masih nampak 
usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi pidana, tetapi cara-cara 
politik kriminal” (cara menanggulangi dan mencegah kemungkinan timbulnya 
kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan tradisional/kekelurgaan yang 
bernilai). 
Pemidanaan dalam upaya penanggulangan kejahatan sampai saat ini 
ketentuan pidana senantiasa diikuti dengan ancaman pidana. Memang tidak dapat 
dengan jalur non penal, tetapi hendaknya dibarengi dengan jalur penal. 
Pemidanaan di samping ditujukan kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi 
mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya, juga dimaksudkan dalam 
rangka penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari substansi 
suatu ketentuan pidana. 
Pertama, harus ada perhatian penuh dari keluarga terdekat lainnya 
terhadap anak yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Jika perlu, 
ditetapkan perwalian atas anak yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan 
                                                 
19
Sutherland dikutip oleh Abdul Wahid dan Irfan Muhammad.Perlindungan Terhadap 
Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas hak Asasi Perempuan (Bandung: Refika Aditama 
2001), h. 105. 
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dari orangtuanya, dan kekuasaan orangtua atas anaknya dicabut. Pencabutan 
kekuasaan orangtua terhadap anaknya dapat dilakukan berdasarkan permintaan 
orangtua lainnya atau keluarga terdekat. Kedua, diperlukan perhatian dari lembaga 
sosial guna menampung anak yang menjadi korban kekerasan keluarga. Diberikan 
bimbingan sosial agar anak dapat keluar dari lilitan permasalahannya. Disamping 
itu, perlu ditingkatkan perhatian instansi pemerintah yang mengurusi 
kesejahteraan anak terhadap nasib anak malang yang menjadi korban kekerasan 
dalam keluarga.  
Fenomena lain berkaitan dengan dampak industrialisasi terhadap 
perlindungan anak dari aspek hukum pidana adalah munculnya anak yang menjadi 
korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pengidap pedofilia. Perilaku 
pedolifia tidak selalu ditujukan pada sesama jenis (umumnya oleh pria dewasa 
terhadap anak laki), tapi bisa juga dilakukan terhadap lawan jenis. Kita tentu 
masih ingat pada Robot Gedek alias Sis, yang baru-baru ini menyodomi beberapa 
anak laki dan kemudian membunuhnya. Anak sering menjadi korban pedofilia 
karena mereka secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya (ditipu), 
mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orangtuanya kendati telah berkali-
kali menjadi korban. Disamping itu, anak telantar yang banyak berkeliaran di 
tempat umum atau daerah kumuh, terutama di masyarakat industri, juga tidak  
sedikit yang menjadi korban perilaku pedofilia. 
Anak yang menjadi korban pedofilia perlu disosialisasikan di pusat 
pemulihan, baik yang diselenggarakan instansi pemerintah, swasta, LSM, atau 
lembaga pemerhati hak anak korban kejahatan seksual. Segala kebutuhan fisik dan 
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sosial anak korban kejahatan seksual selama masa pemulihan sedapat mungkin 
dipenuhi dengan baik. Untuk merealisasikan program ini, sudah barang tentu 
diperlukan dana tidak sedikit dan partisipasi masyarakat. Apabila tidak diadakan  
pemulihan, dikhawatirkan anak yang menjadi korban akan tertular perilaku 
pedofilia, yang kelak dibalaskan kepada anak lain. Era industrialisasi 
mengintrodusir munculnya kehidupan kota yang makin ramai. Berdirinya mall 
ternyata mampu menyedot minat anak, baik untuk sekadar mejeng atau bahkan 
melakukan tindak pidana. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi juga 
memberikan sumbangan terhadap penyimpangan perilaku anak. 
Maraknya industri pertelevisian dekade terakhir mampu mengubah gaya 
dan pola pikir anak. Sebagian besar tayangan televisi lebih banyak menonjolkan 
kekerasan dan seks. Akibatnya, muncul sekelompok anak yang menjadi pelaku 
tindak kejahatan. Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat 
tindak pidana sering tidak menguntungkan anak. Sejak penyelidikan atau 
penyidikan, anak yang tersangkut tindak pidana, sudah didera penderitaan. 
Misalnya dibentak atau ditangani (ditempeleng, dicubit, disabet dengan pecut atau 
kabel). Jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak diseret atau 
digelandang seperti layaknya penjahat kambuhan kelas kakap. Dalam proses 
pengendalian, terdakwa anak kadang dibaurkan dengan orang dewasa, kendati 
persidangan dilakukan secara tertutup. Selama menunggu sidang, tidak jarang 
terdakwa anak disatukan di dalam ruang tahanan dewasa dan menjadi tontonan 
umum. Demikian juga dalam pemeriksaan di persidangan kendati hakim, jaksa 
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dan pengacara tidak memakai toga, tetap saja berjalan formal di ruang sidang 
biasa, sehingga terkesan angker. 
Ada pula anak disidang tanpa didampingi orangtua atau wali, pengacara 
atau pekerja sosial yang seharusnya memberikan bantuan dan dorongan selama 
proses perkara. Dalam memidana, tidak jarang hakim menjatuhkan hukuman 
penjara yang pelaksanaannya dilakukan di LP dewasa. Sekeluar dari penjara anak 
bersangkutan malah lebih bandel atau jadi bocah preman, karena menimba ilmu 
dari penjahat dewasa selama menjalani hukuman. 
D. Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System Dalam 
Melindungi Anak 
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1997 pengadilan 
negeri seluruh provinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia 16 tahun yang 
diajukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (Lily I. Rilantono, 
2009). Kita sering mendengar bahwa hasil pengadilan mengecewakan dan kita 
tidak melihat suatu perlakuan yang positif dan bermanfaat SPP Anak. Meskipun 
sudah ada berbagai perangkat hukum, tampaknya tidak cukup membawa 
perubahan berarti bagi nasib anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa 
studi menunjukkan bahwa mereka mendapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa pada suatu 
situasi yang sama. Perlakuan buruk ini tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan 
(Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun tindak kekerasan terhadap 
mereka sering dialami sejak berada di kantor polisi berupa tamparan, tendangan, 
bahkan kadang-kadang pelecehan seksual. Penyidikan di kantor polisi ini 
  
60 
 
 
 
sebenarnya dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, 
kekerasan sering menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh pengakuan. 
Bentuk kekerasan lain berupa tindakan memaksa anak untuk 
membersihkan kantor polisi dan mobil patroli. Rutan atau Lapas memberikan 
pengaruh buruk terhadap anak-anak di samping hak mendapat pendidikan baginya 
terabaikan. Hal serupa tidak hanya ada di negara berkembang seperti Indonesia 
tetapi juga dialami di negara maju. Kini dipikirkan berbagai upaya alternatif 
sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam KHA, yaitu prinsip “The Best 
Interest of The Child” dan pidana sebagai “The Last Resort”. Hak-hak anak yang 
berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 40 KHA yang berbunyi “Negara-
negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah 
melanggar undang-undang hukum  pidana diperlakukan dengan cara yang sesuai 
dengan peningkatan martabat dan harga diri anak, memperkuat penghargaan anak 
pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dengan 
mempertimbangkan usia anak dan hasrat negara untuk meningkatkan reintegrasi 
anak dan peningkatan perannya yang konstruktif dalam masyarakat”. 
Sedangkan Pasal 37 sub b KHA yang berbunyi “Tidak seorang anak pun 
akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. 
Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan 
hukum, akan diterapkan sebagai upaya terakhir (last resort), dan untuk jangka 
waktu yang paling pendek”. Dalam Pasal 37 sub c KHA dinyatakan “Setiap anak 
yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi, dihormati 
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martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak 
seusianya”. 
Di Indonesia, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Undang-undang mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus 
dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh 
penasihat hukum. Tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa. 
Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah 
sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan 
masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak harus di penjara atau tahanan 
melainkan dapat berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke 
orangtua atau wali. Jadi, atas dasar perundang-undangan tersebut, upaya-upaya 
yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah 
upaya diversi dan keadilan restoratif (Restorative Justice). 
Dalam Al-Qur’an dijelaskan mengenai musyawarah, hal ini terdapat dalam 
surah Ali-Imran/3:159 
                                 
                                         
Terjemahannya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 
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Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.
20
 
 
1. Konsep diversi. 
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk 
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem 
peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 
kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana 
dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap 
lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep 
diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.  
Jack E. Bynum
21
 mengemukakan bahwa “Diversion is an attempt to 
divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversi 
adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan 
pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana. Pengertian diversi 
juga dimuat dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan 
mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan 
hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan 
                                                 
20
Kementrian Agama.,  Al-Quran Dan Terjemahannya  (Jakarta:  PT. Sinergi Pustaka, 
2012),  h. 103 
21
Jack E. Bynum dikutif Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif 
Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 
83. 
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kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi 
berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur 
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak 
penegak hukum. Menurut pendapat Peter C. Kratcoski,
22
 ada tiga jenis 
pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu:   
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat 
penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau 
pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan 
yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak 
diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. 
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), 
yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan 
menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat 
mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative 
justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan 
pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan 
membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. 
Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama 
mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. 
Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam 
menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan 
                                                 
22
Jack E. Bynum dikutif Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif 
Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, h. 83. 
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hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi 
petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini 
memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan 
lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak 
yang berhadapan dengan hukum. Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 
18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: (18TR 
Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3). “Polisi dapat 
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan 
batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 
selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya 
tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan 
termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak 
berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.  
Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversi, yakni 
suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses 
pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik 
menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya 
pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah 
melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa 
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syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan 
dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai 
pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi. 
2. Restorative justice system. 
Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam 
melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini 
dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris Tony F. 
Marshall dalam tulisannya ”Restorative Justice an Overview” mengatakan: 
“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a 
particular offence come together to resolve collectively how to deal with the 
aftermath of the offence and its implication for the future” (Restorative 
justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam 
pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara 
bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut 
demi kepentingan masa depan).
23
  
Pandangan Michael Tonry,
24
 melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap 
kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa restorative justice mempunyai 
pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada 
semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam 
proses peradilan. Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:  
1. Structured sentencing (pemidanaan terstruktur);  
2. Indeterminate (pemidanaan yang tidak menentukan); dan  
                                                 
23
Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum,h. 88. 
24
Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum, h. 89. 
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3. Restorative/community justice (pemulihan/keadilan masyarakat).  
Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh 
Toni Marshal dalam tulisannya “Restorative Justice an Overview”, 
dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a Vision 
For Hearing and Change” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative 
justice yaitu : 
1. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus;  
2. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian 
yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;  
3. Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari 
pelaku secara utuh;  
4. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga 
masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;  
5. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar 
dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.  
Penyelesaian secara restorative justice berbeda dengan proses pradilan 
konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan 
kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau 
beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang 
dilangsungkan oleh aturan yang sistemik. Sedangkan restorative justice menurut 
Howard Zehr
25
 adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang 
berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada 
                                                 
25
Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum, h. 88. 
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orang lain. Restorative justice dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik 
kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam 
mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan 
kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “retributive justice” 
dan “restorative justice” adalah : 
1. Retributive Justice memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan 
negara, sedangkan restorative justice pada pengrusakan atau kekerasan 
terhadap manusia yang berhubungan dengannya.  
2. Retributive Justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan 
kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan Restorative Justice 
mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan 
membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan 
masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-
masing.  
3. Retributive Justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan 
formal, sedangkan restorative justice melibatkan korban, pelaku dan 
masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.  
4. Dalam retributive justice korban hanya merupakan bagian pelengkap, 
sedangkan dalam Restorative Justice korban adalah posisi sentral.  
5. Dalam retributive justice posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan 
restorative justice masyarakat berpartisipasi aktif.  
Dalam penanganan kasus anak, bentuk restorative justice yang dikenal 
adalah reparative board/ youth panel yaitu suatu penyelesaian perkara tindak 
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pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, 
mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan 
sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. 
Pelaksananan diversi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap 
proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini 
dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restorative justice adalah 
menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan 
memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana 
penjara. 
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BAB  IV 
KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM 
MELINDUNGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 
A. Pengaturan Diversi dan Restorative Justice System dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma 
pembinaan individual, paradigma retributif, paradigma restoratif.
1
 Paradigma 
pembinaan individual adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku 
bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab ini 
terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. 
Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma 
pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. 
Paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana, tujuan 
penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihatnya kenyataan apakah pelaku telah 
dijatuhi pidana dan dengan pemidaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil. Bentuk 
pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda dan 
fee. Menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai 
strategi terbaik seperti penahanan, penyekapan dan sebagainya. Keberhasilan 
perlindungan masyarakat dengan dilihat apakah pelaku telah ditahan, apakah 
residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan. Sedangkan paradigma 
restoratif, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat 
pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, kesadaran pelaku atas 
perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan 
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Marliana. Peradilan Pidana Anak: Pengengembangan Konsep Diversi dan Restorative 
Justice system (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 45-47. 
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kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Penjatuhan sanksi mengikutsertakan 
pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif 
untuk merestore kerugian korban atau wakil korban, korban aktif dalam semua 
tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku.  
Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan 
yang lama yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara 
komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak. Beberapa hal yang 
menjadi landasan berfikir atas penerapan restorative justice ini adalah sebagai 
berikut:
2
 
1. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam praktiknya 
kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem 
pemidanaan model pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 tahun 1995 
tentang Lembaga Pemasyarakatan) masih dianggap tidak lebih dari proses 
pemenjaraan yang tujuannya adalah penjeraaan, balas dendam dan pemberian 
derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Sistem penjara yang ada saat ini, 
pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan (security approach). 
Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bakal hidup anak setelah 
bebas belum mengemuka, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri 
                                                 
2
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 
2009, Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang 
Pengadilan Anak,h. 52. 
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anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam 
menapaki kehidupan selanjutnya.  
2. Pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana 
maupun keluarganya, selain itu sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau 
memenuhi rasa keadilan korban di samping membebani anggaran negara 
yang tinggi serta jangka waktu yang lama, dan lembaga pemasyarakatan 
sendiri yang pada umumnya sudah over capacity.  
Ide mengenai restorative justice masuk ke dalam Pasal 5 UU SPPA yang 
menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan 
restoratif, meliputi : 
a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh 
undang-undang ini. Ketentuan tersebut sebagai berikut: 
b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan 
umum;  
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama 
proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau 
tindakan.  
Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki 
mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (local wisdom). 
Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk 
mempraktikan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan 
terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai 
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cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak 
akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikuensi anak apabila kembali 
kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai 
hukum dasar nasional.  
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), diversi wajib diupayakan pada tingkat 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Umum. Kata 
“wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari 
penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar 
proses diversi dilaksanakan. Hal inilah yang membuat perdebatan sengit dalam 
Panitia Pekerja Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Panja 
RUU SPPA), bahwa bagi penegak hukum anak apabila tidak melakukan upaya 
diversi haruslah diberi sanksi.
3
 
Proses diversi ditiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari 
pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversi. Hal ini juga 
berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya 
menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai implementasi diskresi 
penegak hukum. 
Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan 
dalam hal tindak pidana yang dilakukan:  
 
                                                 
3
Pasal 98 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman 
sanksi administratif dan Pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberika 
ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun pnjara atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 
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a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan  
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  
Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana 
yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan 
tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting 
mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada 
tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu 
sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat 
diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak 
tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak 
mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. 
Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 
7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan ditiap 
tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini juga 
dapat dilihat dari pengenaan pidana dan tindakan yang diberikan sebagai hukuman 
bagi mereka. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 
1.  Pidana peringatan. 
2.  Pidana dengan syarat:  
a. Pembinaan di luar lembaga;  
b. Pelayanan masyarakat; 
c.  Pengawasan;  
3. Pelatihan kerja;  
4. Pembinaan dalam lembaga;  
5. Penjara.  
Pidana tambahan terdiri atas:  
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau  
2. Pemenuhan kewajiban adat.  
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Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan oleh anak adalah sebagai 
berikut:  
1. Pengembalian kepada orang tua/wali;  
2. Penyerahan kepada seseorang;  
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;  
4. Perawatan di LPKS;  
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 
oleh pemerintah atau badan swasta;  
6. Pencabutan surat izin mengemudi;  
7. Perbaikan akibat tindak pidana.  
 
Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau 
tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang 
berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan. 
Substansi yang mendasar di dalam UU SPPA yaitu pengaturan secara 
tegas mengenai Diversi dan Keadilan Restoratif yang dimaksudkan untuk 
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat 
menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 
diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 
Perlindungan anak tersebut benar-benar membutuhkan partisipasi secara penuh 
oleh berbagai pihak, sebagai berikut:  
a.  Anak yang Berhadapan dengan Hukum;  
b.  Orang tua atau Wali;  
c.  Bantuan Hukum;  
d.  Petugas Kemasyarakatan;  
e.  Penyidik Anak;  
f.  Penuntut Umum Anak;  
g.  Hakim Anak;  
h.  Lembaga Pemasyarakatan Anak;  
i.  Masyarakat.  
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Memasuki proses peradilan pidana anak, maka setiap tingkatan peradilan 
wajib melaksanakan proses diversi. Pada Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 
disebutkan bahwa proses diversi sendiri wajib memperhatikan: 
a.  Kepentingan korban;  
b.  Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;  
c.  Penghindaran stigma negatif;  
d.  Penghindaran pembalasan;  
e.  Keharmonisan masyarakat;  
f.  Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
Pada proses penegakan hukum pidana anak didasarkan Pasal 9 ayat (1), 
maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan 
diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil 
penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan 
masyarakat. 
Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau 
keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini 
mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam 
proses diversi agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan 
keadilan restoratif. 
Pada proses Penyidikan, Penyidik Anak wajib mengupayakan diversi 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses 
diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. 
Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita 
acara diversi kepada Ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila 
diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara 
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penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian 
kemasyarakatan.  
Pasal 27 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib meminta 
pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana 
dilaporkan atau diadukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak. 
Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran (dalam hal diangap perlu), 
dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional 
atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya dalam hal melakukan 
pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta 
laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial 
setelah tindak pidana dilaporkan dan diadukan. Hasil penelitian kemasyarakatan 
wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. 
Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan 
paling lama 24 (dua puluh empat) jam yang dapat ditempatkan di dalam ruang 
pelayanan khusus anak atau dititipkan di LPKS. Penahanan terhadap anak 
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, yang dilaksanakan di LPAS atau di LPKS 
setempat. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh 
jaminan dari orang tua/wali/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak 
akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atu tidak akan mengulangi 
tindak pidana kecuali anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun dan 
diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun atau lebih.  
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Proses penuntutan Sama halnya dengan tahap penyidikan, setelah 
menerima berkas dari penyidik, penuntut umum anak wajib mengupayakan 
diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik 
dan diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari. Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum 
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua 
pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan dan apabila dalam hal diversi gagal, 
penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan 
perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan.  
Pada proses pemeriksaan di pengadilan, Ketua pengadilan wajib 
menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 
3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib 
mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh 
Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversi 
dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Proses diversi 
dinyatakanberhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara 
diversi berserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat 
penetapannya, apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka 
perkara akan tetap dilanjutkan ke persidangan.  
Persidangan anak dilanjutkan ketika diversi tidak mencapai suatu 
kesepakatan, yang dilakukan di dalam ruang sidang khusus anak yang tertutup 
  
78 
 
untuk umum terkecuali pembacaan putusan oleh hakim (Pasal 54 UU No. 11 
Tahun 2012). Anak harus di dampingi oleh orang tua atau wali, advokat atau 
pemberi bantuan hukum serta pembimbing masyarakat selama persidangan, sama 
halnya juga terhadap anak korban atau anak saksi. Pemeriksaan terhadap anak 
korban atau anak saksi tidak diikuti oleh anak (pelaku) dalam persidangan dan 
juga hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali serta pendamping 
untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sehingga juga ikut menjadi 
pertimbangan hakim. 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berkonflik 
Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Hari-hari belakangan ini kita dihadapkan lagi dengan permasalahan 
penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Kali ini seorang anak 
berumur sekitar 10 tahun yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap ibu 
asuhnya. Seperti yang sudah-sudah apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan 
anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum,yang oleh banyak 
kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai 
orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana. Padahal 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus, karena 
ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang 
melakukan tindak pidana yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam UUPA, yang dimaksudkan 
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sebagai anak yaitu anak berumur tidak lebih dari 18 tahun, selain itu juga ada 
catatan bahwa dalam hal si anak melakukan tindak pidana dan umurnya belum 12 
tahun maka penjatuhan sanksi oleh hakim pun berbeda dengan anak yang berusia 
lebih dari 12 tahun sampai batas 18 tahun. Selanjutnya yang penting juga 
dipahami bahwa sedemikian pentingnya perlindungan terhadap anak maka dalam 
hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum sangat dihindari adanya 
labelisasi demi masa depan anak, sehiungga penyebutan anak yang melakukan 
tindak pidanapun bukanlah dianggap sebagai penjahat tetapi “Anak Nakal”. 
1. Pelanggaran dalam penanganan anak. 
Sayang sekali meski telah ada perangkat undang-undang terutama dalam 
hal anak yang berhadapan dengan masalah hukum, ternyata masih saja ditemui 
pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum yang menangani perkara 
Anak Nakal. Pelanggaran bisa terjadi sejak tahap penangkapan yang sering 
diperlakukan seperti terhadap orang dewasa bahkan seolah sedang menghadapi 
penjahat besar, seperti perkara anak yang diduga berjudi di Terminal Bandara 
Cengkareng, dimana petugas dengan arogan telah menangkap mereka bahkan 
mereka sempat ditahan, atau sebelumnya ada kasus Raju, bahkan di Jogja terjadi 
kekerasan yang dilakukan petugas pada anak yang sedang menjalani penyidikan 
dan juga ditahan bersama narapidana dewasa. Padahal dalam tahap penyidikanpun 
penahanan sebisa mungkin dihindarkan apalagi bila harus dicampur dengan orang 
dewasa yang akan menimbulkan trauma , merusak moral dan membahahayakan 
mental si anak. Pelanggaran selanjutnya sering juga terjadi pada proses 
pemeriksaan di depan pengadilan, bahkan pernah terjadi seorang anak dari 
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keluarga miskin yang dipidana karena pencurian oleh Pengadilan Negeri Padang 
dan telah menjalani pidana 6 bulan, tidak bisa segera bisa menghirup udara bebas 
dan terpaksa “diperpanjang” selama 5 bulan lagi hanya karena masalah teknis dan 
administrasi, sungguh sangat memprihatinkan keadaan tersebut, dan masalah ini 
tidak tercium oleh media sehingga anak tersebut tidak terlindungi. 
Menyoroti penanganan aparat penegak hukum dalam proses pengadilan 
terhadap Anak Nakal, sebetulnya bisa dipandang sebagai perlakuan petugas yang 
mengakibatkan anak tersebut sudah mendapatkan hukuman sebelum vonis Hakim 
dijatuhkan. Banyak hal yang harus diperhatikan dengan cermat oleh para penegak 
hukum dalam menangani perkara Anak Nakal, termasuk dalam perkara yang 
tengah diperiksa saat ini yaitu anak yang umurnya diduga 10 tahun melakukan 
pembunuhan. Anak ini harus selalu didampingi pengacara, bahkan psikolog anak 
mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan dijatuhkan bahkan selama 
dia menjalani masa penindakan yang berorientasi pembinaan bukan penjeraan. 
Selain itu dalam hal akan dilakukan penahanan benar-benar harus berhati- hati, 
artinya bahwa langkah itu merupakan upaya terakhir dengan pertimbangan demi 
kepentingan perkembangan mental si anak. Demikian juga dalam persidangan 
nantinya, perlu diperhatikan ketentuan tentang persidangan anak yang benar, 
sidang harus tertutup dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan undang bukan 
diartikan mukanya dikenakan topeng, tetapi berkaitan dengan orang yang hadir 
sangat terbatas, tidak diliput media secara terbuka, tidak menyebut nama pelaku 
secara lengkap. Pengadilan hanya bersifat terbuka ketika dalam pembacaan 
putusan, hal inil dimaksudkan sebagai fungsi pengawasan terhadap sanksi yang 
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dijatuhkan hakim. Perlu dingat bahwa dalam kasus ini pelaku adalah anak 
dibawah 12 tahun UU SPPA disebutkan terhadap anak dibawah 12 tahun yang 
melakukan tindak pidana yang ancamannya bukan pidana mati atau seumur hidup 
maka terhadap anak tersebut dijatuhkan saksi berupa tindakan bukan penjara.
4
 
Sanksi tindakan yang dimaksud adalah mengembalikan pada orang tua, wali atau 
orang tua asuh; menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja dan; menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Selain itu boleh dijatuhi sanksi tambahan berupa 
teguran dari hakim syarat-sayarat lain yang ditentukan undang-undang. 
Selain itu, perlu dipertimbangkan tentang hadirnya hakim majelis, karena 
bila perkara bukan dengan ancaman 5 tahun keatas dan sulit pembuktiannya maka 
hakimnya adalah tunggal. Dengan demikian berarti jika kasus yang ditangani 
meskipun ancaman pidananya 5 tahun ke atas tapi tidak sulit dalam 
pembuktiannya tidak diperlukan hadirnya hakim majelis, cukup tunggal saja. 
Dalam kasus yang sedang dihadapi sekarang hakim hendaknya melihat apakah 
pembuktiannya sulit jangan hanya melihat ancaman pidana pembunuhan yang 
angkanya lebih dari 5 tahun. 
2. Paradigma penegak hukum terhadap perkara anak. 
Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan para penegak hukum yang 
menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya mereka 
mempelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan undang-undang tentang 
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Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
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Pengadilan Anak yang berperspektif perlindungan anak. Para penegak hukum 
harus memahami bahwa terhadap perkara pidana anak mempunyai paradigma 
tersendiri, baik ditinjau dari segi filosofis, tujuan penjatihan sanksi maupun tata 
cara proses peradilan sampai perlakuan ketika sedang menjalani sanksi yang 
dijatuhkan hakim yang seharusnya menghindarkan pemenjaraan tetapi lebih 
kearah penindakan yang jauh dari potensi traumati pada diri anak. Penanganan 
anak harus didekati dalam perspektif perlindungan anak tidak dikategorikan 
(dilabelisasi) sebagai penjahat tetapi hanya dikategorikan sebagai anak nakal 
(juvenile delinquency).
5
 
Dengan berbagai pelanggaran yang telah terjadi dalam penangan anak yang 
berhadapan dengan hukum, maka tak dipungkiri muncul keraguan atas 
profesionalitas aparat penegak hukum. Seharusnya disiapkan aparat penegak 
hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani 
kejahatan yang dilakukan oleh anak. Contoh terkecil saja masih terjadi kekerasan 
verbal terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian. Pertanyaan-
pertanyaan yang yang diajukan dalam memeriksa si anak harus memperhatikan 
segi psikologis anak sehingga tidak menyebabkan efek traumatis kepada anak. 
Selain itu aparat yang menangani perkara anak haruslah yang berpengalaman di 
bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami secara 
mendalam tentang masalah anak. Penangan perkara anak haruslah sangat berhati 
hati, dengan profesionalitas dan integritas Minimnya fasilitas-fasilitas yang 
disediakan Negara untuk menunjang system peradilan bagi anak seperti rutan 
                                                 
5
Abdul Rahman Kanang, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak 
(Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 302. 
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khusus untuk anak, psikolog untuk menyembuhkan efek traumatis atau untuk 
melakukan pembinaan, fasilitas bantuan hukum cuma-cuma (pengacara probono) 
bagi anak yang miskin juga sangat tidak diperhatikan. Selain itu masih ada 
diskriminatisi perlakuan oleh aparat penegak hukum khususnya bagi anak 
terlantar (anak jalanan) ataupun anak orang miskin. Banyak ditemukan kejahatan 
yang dilakukan oleh anak miskin maupun anak jalanan sering terjadi kekerasan 
maupun penganiayaan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 
Kedepan masalah penangan anak harus ditangani secar professional dan dalam 
perspektif anak demi kepentingan anak dan masyarakat, bagaimanapun juga anak 
adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu bangsa. Jangan ada Penegakan 
hukum yang diskriminatif, kita sudah sering mendengar dan melihat betapa 
kerasnya hukum terhadap masyarakat lemah, betapa cepat dan tidak ragunya para 
penegak hukum untuk menahan, sementara terhadap para koruptor atau orang 
yang diduga keras melakukan kejahatan besar, aparat sering nampak banyak 
pertimbangannya dan tidak jarang berakhir dengan kaburnya para penjahat besar 
itu. Tanpa bermaksud intervensi dalam persidangan yang sedang akan digelar, kita 
berharap pengadilan benar-benar mempertimbangkan keadaan dan kejiwaan 
pelaku anak dalam perkara itu, untuk kemudian memutuskan sesuai dengan 
keadilan dan terbaik bagi masyarakat terutama bagi si anak. 
Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan 
peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 
perkara yang diajukan kepadanya. Namun untuk Peradilan Anak perkara yang 
ditangani khusus menyangkut perkara anak. Diberikan perlakuan khusus dalam 
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rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus 
yang harus diperhatikan masa depannya. Untuk memberikan suatu keadilan, 
hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang 
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili, hakim berusaha 
menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan 
bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam 
mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis 
dan hukum yang tidak tertulis. Dalam pelaksanaanya, fungsi tersebut dijalankan 
oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak. Dengan kata lain, fungsi tersebut 
tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. 
Demikian pula dengan tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata 
mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan  
bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak
6
 
Tujuan peradilan bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu 
peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan 
menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai 
putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau 
masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh 
karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam 
Peradilan Anak ini janganlah hendaknya ditititkberatkan kepada terbukti tidaknya 
perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus lebih 
                                                 
6
Achmad Ali, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perkelahian Kelompok: Tinjauan 
Sosiologi Hukum (Makassar: Desertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1998),                
h. 34. 
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diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi 
pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan 
akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak.  
Dengan demikian, melalui Peradilan Anak diharapkan adanya suatu 
perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan 
terjadinya pengulangan kejahatan anak melalui tindakan pengadilan yang 
konstruktif. 
Penerapan sanksi hukum dalam UU SPPA adalah hukuman yang diberikan 
kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan sanksi 
hukum ini dibagi atas: proses peradilan dan sanksi hukum. Proses peradilan di sini 
disesuaikan dengan UU SPPA. Sedangkan sanksi hukumnya tergantung pada 
pasal yang dilanggarnya.  
1. Proses peradilan. 
Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak, 
yang pengangkatannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan surat 
keputusan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim 
tersebut bertugas (psl. 9). Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim 
anak tercantum dalam Pasal 10 UU SPPA yang menetukan sebagai berikut: (1) 
telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan pengadilan 
umum; (2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. 
Pemertiksaan pada sidang anak, maka pemeriksa terdiri dari hakim, penuntut 
umum dan penasehat hukum tidak mengenakan toga, juga panitera yang bertugas 
tidak mengenakan jas. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak 
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memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anakyang diperiksa, akan 
tetapi sebaliknya memberikan kesan kekeluargaan. 
Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat 
1) yang tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan secara cepat. 
Perkara yang diselesaikan dengan hakim tunggal adalah perkara pidana anak yang 
ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah. 
Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun 
dan pembuktiannya sulit, maka perkaranya diperiksa dengan hakim majelis (pasal 
11 ayat 2). 
Hakim yang memeriksa perkara anak, berhak melakukan penahanan 
terhadap terdakwa untuk pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Jika 
jangka waktu tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, maka penahanan dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi 
untuk kepentingan pemeriksaan, terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat 
puluh lima) hari.  
Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, sedangkan perkara belum 
diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
Jika perkaranya dibanding, terdakwa dapat ditahan oleh hakim banding paling 
lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
(pasal 48). Apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berhak menahan 
terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang paling lama 25 (dua puluh lima) 
hari dan dapat diperpanjang oleh Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga 
puluh) hari (Pasal 49). 
  
87 
 
Adapun pejabat yang berhak melakukan penahanan dimaksud adalah: (1) 
Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan; (2) Ketua 
Pengadilan Tinggi dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri; serta (3) Ketua 
Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Sesuai Pasal 56 
bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing 
Pemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyrakatan 
mengenai anak yang bersangkutan. 
Pembimbing Pemasyarakatan adalah pembimbing Pemasyarakatan pada 
Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan bersangkutan. Apabila 
tidak ada pembimbing Pemasyarakatan maka menurut Pasal 12 ayat (2) 
Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. PW. 07. 101997, hakim dapat 
meminta kepada Balai Pemasyarakatan terdekat. 
Laporan hasil penelitian bimbingan Pemasyarakatan memuat hal-hal 
sebagai berikut: (1) data individu anak dan keluarganya; (2) kesimpulan atau 
pendapat dari pembimbing Pemasyarakatan yang memuat laporan hasil penelitian. 
Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarkatan atas hal 
tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatka data yang 
lebih lengkap. 
Hakim anak yang bertugas mengetokkan palu sebanyak tiga kali dengan 
menyatakan sidang tertutup untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHPidana dan pasal 
57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997). Hal ini dimaksudkan agar tidak 
mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan demi masa depannya. 
Bunyi pasal 57 ayat (2) menghendaki agar terdakwa selain didampingi oleh 
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penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orangtua asuh serta 
pembimbing Pemasyarakatan pada balai Pemasyarakatan (Bapas). Seorang hakim 
tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa. Artinya hukuman 
pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Dalam 
menentukan hukuman pidana, hakim memperhatikan berat ringannya tindak 
pidana yang dilakukannya, memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga 
orangtua, wali, orangtua asuh, hubungan antara  anggota keluarga dan 
lingkungannya, serta laporan pembimbing Pemasyarakatan. Dengan 
memperhatikan aspek-aspek tersebut, hakim diharapkan dapat menjatuhkan 
putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. 
2. Sanksi hukum. 
Sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan 
diatur dalam bab III yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (dua) 
macam berupa pidana dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 UU SPPA. Sanksi 
hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada 4 
(empat) macam pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam pasal 23 ayat (2) 
yaitu: (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; serta (4) pidana 
pengawasan.Mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat 3 (tiga) ada 
dua macam yaitu: (1) perampasan barang-barang tertentu; dan (2) pembayaran 
ganti rugi. Jika ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 
KUHPidana, maka dapat dilihat pada hukuman pokok yang terdiri atas empat 
macam berupa: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) 
pidana denda. Sesuai bunyi pasal 26 ayat (2) UU. No. 3/1997 menetapkan bahwa 
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anak nakal yang melakukan tindak pidana penjara seumur hidup, maka pidana 
yang dapat dijatuhkan kepadanya paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian 
hukuman tambahan dalam pasal 10 KUHPidana terdapat tiga macam berupa: (1) 
pencabutan beberapa hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; serta (3) 
pengumuman keputusan hakim. 
Perbandingan pidana tambahan di atas, nampak bahwa Undang-Undang 
Peradilan Anak tidak menghendaki adanya pencabutan yang dimiliki oleh seorang 
anak. Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah 
berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU SPPA, sanksi tersebut ada 3 
(tiga) macam yaitu: (1) mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh; 
(2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerjap; (3) menyerahkan kepada Departemen Sosial Pemasyarakatan yang 
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. 
C.  Kelemahan Pengaturan Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
 
Diversi seperti yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui 
pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat 
beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah: 
1.  Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak 
mengupayakan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;  
2.  Ketidakjelasan pnegaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun;  
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3.  Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik 
bagi anak;  
4.  Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim 
yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.  
Ada pun beberapa kelemahan pengaturan restorative justice yang dapat 
mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain:  
a.  Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;  
b.  Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai perbedaan antara LPKA dan 
lembaga Pemasyarakatan Anak;  
c.  Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;  
d. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai anggaran terhadap petugas 
kemasyarakatan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pengaturan Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang oleh 
legislator dikembangkan sebagai suatu penyelesaian perkara anak yang 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut yang tidak 
didasarkan pada suatu pembalasan lagi namun untuk memulihkan anak pada 
keadaan semula. Penerapan kedua hal ini sangat membutuhkan dukungan serta 
partisipasi yang dimulai dari anak itu sendiri dan keluarganya, korban serta  
keluarganya, aparat penegak hukum, masyarakat, petugas kemasyarakatan 
serta pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat memulihkan segala akibat 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.  
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan 
hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dimulai dari proses 
peradilan, dimana anak harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. 
Sedangkan pemberian sanksi hukum harus mengutamakan diversi dan 
restorative justice system.  
3. Kelemahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak masih memiliki kelemahan dalam mengatur diversi dan 
restorative justice sehingga dikuatirkan tidak dapat diterapkan secara efektif 
oleh pelaksananya. Secara substansi undang-undang ini harus dilengkapi 
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dengan peraturan pelaksana serta adanya sarana dan prasarana yang mumpuni 
terhadap pelaksanaan peraturan ini.  
B.   Implikasi Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dilakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan adanya peraturan pelaksana terhadap undang-undang ini seperti  
Peraturan Pemerintah terkait diversi sebelum undang-undang ini pada 
akhirnya berlaku. Peraturan ini juga harus dikaitkan dengan adat istiadat dan 
kebiasaan di dalam wilayah tertentu sebagai penghargaan terhadap cara 
penyelesaian perkara anak di wilayah tersebut.  
2. Pemerintah harus segera melakukan pelatihan teknis terhadap Penyidik, 
penuntut umum, hakim, petugas kemasyarakatan dan para tenaga sosial 
lainnya sehingga dapat menyelesaikan perkara anak dengan baik. Pelatihan 
teknis tersebut dapat menjadi patokan terhadap orang-orang yang telah layak 
untuk menyelesaikan perkara anak terutama untuk di daerah-daerah.  
3. Pemerintah juga harus meninjau kembali sanksi pidana yang ditetapkan 
kepada Penyidik, penuntut umum dan hakim yang apabila tidak melakukan 
kewajibannya untuk melakukan diversi. Hal ini masih dipandang tidak efisien 
karena memandang pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara 
anak.  
4. Konsep restorative justice sebenarnya dapat diterapkan oleh masyarakat itu 
sebelum atau sesudah tindak pidana terjadi tanpa mengikutsertakan aparat 
penegak hukum. Contohnya adalah mengadakan rapat atau musyawarah desa. 
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Hal ini juga dapat mengabadikan kultur dan kebiasaan di masyarakat 
Indonesia yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan.  
5. Kemiskinan ekonomi dan keterbatasan akses untuk memperoleh keadilan 
merupakan faktor utama anak berkonflik dengan hukum. Sehingga Negara 
harus sepenuhnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara komprehensif 
dan sistematis melalui sistem jaminan sosial anak untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak. 
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